SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhanpengguna laporan
keuangan perlu meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar
entitas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
dirasa sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis
Akrual;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3898);

3. Undang-undang...



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4187);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran...



Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis
Akrual (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019
Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor
9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
(Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor
44) diubah sebagai berikut :

Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran XIII Peraturan Bupati
Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il..........



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,
dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

2

S Pembing (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002



